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Latar Belakang Masalah

Hakekat Negara adalah merupakan suatu tertib hukum atau tertib
masyarakat yang mempunyai sifat memaksa.' Oleh karena itu suatu tertib
hukum menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang apabila tidak
ditaati akan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang berupa sanksi.
Hukum mempunyai banyak komponen atau unsur seperti filsafat hukum,
sumber hukum, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,
hukum kebiasaan, penegakkan hukum, pelayanan hukum, profesi hukum,
lembaga dan pranata hukum, perilaku profesi hukum, kesadaran hukum dan
sebagainya. Unsur mana yang dianggap paling penting tergantung dari filsafah
hukum yang dianut oleh sistem hukum yang bersangkutan.” Hukum berfungsi
sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat sehingga
hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana
pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras, dan
pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial
dan kepastian hukum.?

Sejalan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat
tentang pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

! Soehino, ILmu Negara, Libery, Yogyakarta, 1993, hal. 191.
? Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional. Alumni, Bandung, 1991, hal.
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Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini
diundangkan dengan maksud untuk menggantikan Reglement of Het Notaris
Ambt in Indonesie (Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3)
tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu
fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani.
Dengan berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada
masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Seorang notaris sebagai
seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh
nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya
(konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu
proses hukum. * Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang
bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian
dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat
pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik
yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban
seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti

yang paling sempurna di Pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan

* Tan Thong Kie, Buku | Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris, cet. 2, Jakarta, PT. Ichtiar Baru
Van Hoeve, 2000, hal. 157



kewajiban yang terkait. > Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di
hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran
suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.®

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui
akta otentik yang menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan
sengketa dapat dihindari walaupun tidak selamanya sengketa dapat dihindari.
Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat
bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi
penyelesaian perkara. Menurut definisi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu : Notaris
adalah pejabat umum -yang berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Kewenangan lain yang dimaksud dalam Undang-Undang yang berkaitan
dengan akta otentik, yaitu terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Jabatan Notaris, yang menyatakan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan Kketetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundangan-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-
Undang.”

> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, CV.
Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 7.
® A. Kohar, Notaris Dalam Praktek Hukum, Bandung, Alumni, 1983, hal. 28



Tujuannya, adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti
yang kuat, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada
gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa
notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan tersebut. Selain membuat akta
otentik, notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung
untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya
berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun
perdata. Proses peradilan yang dimaksud di sini erat kaitannya dengan
pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun
pembuktian dengan kesaksian (saksi). Pada proses peradilan pidana, di
dalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti
menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP), yaitu :

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.
Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang

dapat menjadi alat bukti, yaitu :

a. bukti tulisan;

b. bukti dengan saksi-saksi;



C. persangkaan;

d. pengakuan;

e. sumpah;

f. segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang
ditetapkan dalam bab yang berikut.

Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868
KUHPerdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa
untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai tiga

macam kekuatan, yaitu :’

a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu

sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.

b. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta
pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang
disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan
sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan

kewajibannya.

c. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi
keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.

Seiring perjalan dari waktu ke waktu, dan silih bergantinya kasus-kasus

yang terjadi, maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat

7 G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1996, hal. 55.



diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang
bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris
sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Keberadaan notaris
sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang
hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya
bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila notaris
berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi
sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat
memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan
cepat.?

Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak
secara hukum, artinya -setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat
pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak, persengketaan
tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris, dan atas keterlibatan
itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.
Hakim mempunyal wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu
sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang
disengketakan. ° Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban selain
berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris, juga berdasarkan Kode Etik Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1), yakni :

8 peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. “Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata
Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara
Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris”, Dep. Hukum dan HAM R, Jakarta, 2004.

‘A Kohar, loc.cit., hal. 28.



sebelum seorang notaris melaksanakan jabatannya, terlebih dahulu wajib
mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau Pejabat
yang ditunjuk. Antara lain sumpah tersebut berbunyi seperti yang tercantum

dalam Pasal 4 ayat (2) yakni :

Saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik
Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris
serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan
menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri,
dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku
saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode
Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya
sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan
keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa
saya untuk dapat diangkat dalam jabatan.ini, baik secara langsung,
dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan
memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Pasal 16 ayat (1) huruf f, dalam menjalankan jabatannya, notaris antara

lain berkewajiban :

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai
dengan  sumpah/janji  jabatan, kecuali Undang-Undang
menentukan lain.”

Pasal 54, menyatakan bahwa :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau
memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta atau kutipan
akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli
waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain
oleh peraturan perundang-undangan.”



Kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu Yyang
berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya sebagaimana diatur dalam
UUJN tersebut di atas adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang
terkait dengan akta tersebut. Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan
dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai
segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Kewajiban yang dimaksud akan
berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni
apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. "™

Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana diatur
dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP, Pasal 1909 KUHPerdata, dan Pasal 322 ayat
(1) yang masing-masing berbunyi :

Pasal 170 ayat (1) KUHAP :

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat, atau jabatannya
diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari
kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang
hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e KUHPerdata :

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau

jabatannya  menurut  Undang-Undang,  diwajibkan
merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai
hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai
demikian.”

Pasal 322 ayat (1) KUHP :

'%_umban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1993 HIm 13



“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib
disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang
sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,-
(enam ratus).”

Notaris menurut ketentuan hukum, tidak boleh berpihak, artinya bahwa
notaris dalam membantu para pihak merumuskan dalam akta, harus
memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang
berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Terutama apabila terjadi sengketa
antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan adanya penyidikan terhadap
akta notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-
bahan pembuktian.""Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang
dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan
atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagal notaris, sekalipun
itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya.

Sebagai salah satu perangkat hukum, disatu sisi  notaris
mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dengan harus
memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi
lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada
kepentingan publik guna terselesainya  proses hukum dalam peradilan,
sehingga menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin
kepastian hukum. Dengan adanya suatu amanah yang diberikan kepada seorang
notaris, tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut

kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Sebagaimana

1 Martiman Prodjohamidjojo, Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta, Ganesa Indonesia, 1985, hal. 26.



diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan
Notaris yakni: “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dan kalimat
terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : “kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan”. Dalam kedua Pasal tersebut,
terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak
berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya, asalkan didukung oleh
peraturan perundang-undangan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap
notaris, pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM
sebagaimana Ketentuan- dalam Pasal 67 UUJN, yang menyatakan bahwa
pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya
untuk melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk suatu Majelis Pengawas
terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris, dan akademisi.

Majelis Pengawas Notaris, sebagai ujung tombak dari pengawasan
jangan sampai diisi oleh orang yang tidak menguasai kenotariatan, berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang

Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

“Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum,
atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris
berwenang untuk :
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a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam
penyimpanan notaris; dan

b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada
dalam penyimpanan Notaris”.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, untuk kepentingan
penyidikan, harus mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris, termasuk tata caranya, bagaimana
pemeriksaannya kemudian bagaimana proseduralnya diatur dalam Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2016. Dalam menindak lanjuti laporan masyarakat yang merasa dirugikan atas
pembuatan akta, kemudian mengajukan laporan kepada Majelis Kehormatan
Notaris, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi maka telah diatur
sanksi-sanksinya, -berupa teguran lisan, tertulis, - pemberhentian sementara
ataupun permanen.

Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan
mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan
Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan, yang berkaitan
dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam
penyimpanan notaris. Majelis Kehormatan Notaris, juga harus mendengar
keterangan notaris yang membuat suatu akta yang dijadikan alat bukti.
Kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya tersebut

mengenai segala hal-hal yang diberitahukan atau dipercayakan kepadanya,
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dalam rangka menjalankan jabatannya, notaris harus merahasiakan serapat-
rapatnya sesuai dengan sumpah jabatannya.

Pengawasan adalah kegiatan preventif dan represif yang dilakukan oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dilakukan
dengan membentuk Majelis Pengawas, yang bertujuan untuk menjaga agar
para Notaris dalam menjalankan profesinya tidak mengabaikan tugas
jabatannya, tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku,
tidak melanggar sumpah jabatannya, dan tidak melanggar Kode Etik
profesinya, selain itu dengan memberikan penindakan atas pelanggaran-
pelanggaran yang telah dilakukan Notaris. Untuk mendapatkan kinerja Notaris
yang lebih berkualitas, perlu pengawasan sebelumnya. Majelis Pengawas
sebagai ujung tombak. pengawasan, diharapkan dapat bermanfaat untuk
menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris yang
berupa pengayoman dan pembinaan yang efektif sebagaimana mestinya.
Majelis Pengawas Pusat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia mengeluarkan ketentuan Nomor : C-MPPN.03.10-15 tentang
Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik,
Penuntut Umum, atau Hakim, antara lain menyatakan bahwa pemanggilan
notaris adalah untuk membantu menemukan fakta hukum yang mempunyai
pengaruh penting dalam proses peradilan.*?

Mengingat kompleksitas tugas dan kewajiban Notaris dalam kehidupan

modern, serta mengingat karakteristik tugasnya, Notaris yang melaksanakan

'? Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, “Pemberian
atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris”, Renvoi, Oktober 2005, hal. 63.
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tugasnya dengan itikad baik perlu memperoleh perlindungan yuridis, seperti
manfaat adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, standar perlindungan
hukum yang baku sangat diharapkan keberadaannya. Pemerintah
memperdulikan dan mempercayai dunia akademisi sebagai kontrol terhadap
pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris.

Suatu rangkaian inovasi dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang
dihadapkan dengan peraturan yang terdahulu, merupakan suatu reformasi, ia
memerlukan perhatian yang cukup wajar dari pemikiran lebih lanjut, misalnya
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama, atau Surat
Edaran dan lain-lain. Dengan adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan idealnya pelaksanaan
Jabatan Notaris dapat dilaksanakan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri,
tidak berpihak, dan dapat melaksanakan jabatannya tersebut dengan
profesional. Dengan demikian, pada akhirnya dapat melayani dan membantu
masyarakat dengan sepenuh hati dan mendukung kepastian hukum yang

berkeadilan..

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk
meneliti dan mengkaji tentang pelaksanaan Imunitas Jabatan Notaris yang
membuka rahasia di Persidangan, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis
yaitu ANALISIS HUKUM IMUNITAS NOTARIS YANG MEMBUKA

RAHASIA DALAM PERSIDANGAN BERDASARKAN Undang Undang
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Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan

pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Batasan Membuka Rahasia di Persidangan berdasarkan
Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana Konsekuensi Hukum Bagi Notaris yang membuka Rahasia
di Persidangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004

tentang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui  Batasan Membuka Rahasia di Persidangan
berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Untuk Mengetahui Konsekuensi Hukum Bagi Notaris yang membuka
Rahasia di Persidangan berdasarkan Undang Undang Nomor 2 tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004

tentang Jabatan Notaris
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D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan

pengetahuan ilmu hukum, khusunya bagi masyarakat dan Lembaga Profesi
Notaris serta Majelis Pengawas Notaris dan memberikan informasi yang
bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-
pihak yang berkepentingan berkenaan prinsip kerahasiaan informasi yang
berkaitan dengan akta yang di buat perjabat Notaris.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan
kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun
tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu
informasi hukum dan atau pihak - pihak terkait dalam menjalankan

jabatanya selaku Notaris.

E. Kerangka Konseptual
Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar

dan menelaah permbahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu
ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi
operasional. ** dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka
berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.'* Adapun konsep — konsep yang

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Notaris
Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke abad 2-3

pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai scribae, tabellius

13 Sumadi Suryabrata, 1998, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.
1% Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.
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atau notaries. Pada masa itu mereka adalah golongan orang yang mencatat
pidato. Istilah nama notaris diambil dari nama pengabdinya, notarius, yang
kemudian menjadi istilah/titel yang bagi golongan orang penulis cepat atau
stenographer. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang

tertua di dunia.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif,
legislative maupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral
sehingga apabila ditempatkan pada ketiga lembaga Negara tersebut maka
notaris tidaklah menjadi netral, dengan posisi netralnya jabatan notaris
maka notaris dapat memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas
tindakan hukum atau adanya suatu peristiwa hukum yang dilakukan
notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum
untuk klienya notaris, notaris juga tidak boleh- memihak kliennya, karena
fungsi notaris adalah untuk mencegah masalah dikemudian hari terhadap
peristiwa hukum yang dicatatnya berdasarkan permintaan para pihak yang

menjadi Klienya tersebut.

Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN)
menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan
tempat kedudukan notaris. Dan Pasal 44 ayat (1) UUJN pada akhir akta
wajib dicantumkan dan tanda tangan notaris. Pencantuman nama notaris di
awal, dan pencantuman nama dan tanda tangan notaris pada akhir akta
merupakan perintah UUJN, karena merupakan bagian syarat formal akta

notaris, dan jika syarat formal tidak dipenuhi baik sebagian maupun
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seluruhnya sebagaimana disyaratkan pasal 38 UUJN, maka akta notaris
tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana disebutkan
Pasal 84 UUJN dan juga kekuatan pembuktian sebagai tulisan dibawah
tangan jika ditanda tangani oleh para pihak sebagaimna juga ditegaskan

dalam pasal 1869 KUHPerdata yaitu :*®

“ suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak
cakapnya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu
cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan
sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai
kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ia ditanda
tangani oleh para pihak.”

Untuk memberikan kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum
dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,
peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu.
Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam
pelayanan hukum kepada masyarakat yang wajib mendapatkan
perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Hubungan
antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang
sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu “ubi so cietes ibi ius” yang

artinya dimana ada masyarakat di sana ada hukum.®

Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam

masyarakat dimana peranan dalam lalu lintas hukum kehidupan

!> Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung 2013 him 1
16 Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru,

Bandung, 1983, him.127
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bermasyarakat melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya,
mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis
yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam
kehidupan masyarakat. Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan
hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu,
sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen

yang kuat dalam suatu proses hukum.*’

Konsep Rahasia Jabatan dan Hak Ingkar

Rahasia dapat ~ diartikan ~ sebagal = sesuatu = yang sengaja
disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sesuatu yang dipercayakan
kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak
berwenang mengetahuinya. Rahasia adalah sesuatu hal yang hanya wajib
diketahui oleh yang berhak, pejabat atau penguasa yang ditugaskan untuk
itu; sesuatu yang sengaja disembunyikan dari orang lain(hukum pidana).'®
Jabatan merupakan pekerjaan yang ditinjau dari fungsinya dalam suatu
organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian tersebut maka, rahasia jabatan adalah seseorang yang

oleh karena jabatannya yang ditentukan oleh undang-undang wajib

" Tan Thong Kie, Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi praktek notaris,
Buku I, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, cet. ke-2, 2000, him.159

'¥ Sudarsono, 2002, Kamus Hukum, Edisi Baru, Cetakan ketiga, Rineka Pers, Jakarta,

hal.389
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merahasiakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya agar tidak

mengetahuinya tidak boleh diketahui oleh umum.

Notaris terkait jabatannya dilindungi dalam Pasal 4 ayat (2), dan
Pasal 16 ayat(1) huruf f, Pasal 54 UUJN-P dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, disamping itu juga terdapat sanksi pidana dan sanksi
administrasi apabila melanggar kewajiban untuk merahasiakan isi akta
tersebut sesuai yang tercantum dalam Pasal 322 K.U.H.P. Berdasarkan
beberapa ketentuan dari pasal tersebut dapatlah kita lihat betapa
pentingnya rahasia jabatan haruslah di jaga oleh seorang notaris.
Diwajibkan untuk merahasiakan isi akta yang dibuat terkait jabatannya
yang berhubungan dengan kepentingan para pihak yang sifathya memaksa,
jadi disini-adalah- untuk melindungi kepentingan masyarakat yang
didalamnya terdapat kepentingan-kepentingan individu yang memerlukan
jasa seorang notaris untuk pembuatan sebuah alat bukti tertulis berupa akta

autentik.

Konsep rahasia jabatan ini erat kaitannya dengan konsep hak
ingkar. Hak merupakan sesuatu yang karena kodratnya yang oleh
peraturan perundang-undangan dapat digunakan oleh seseorang, jadi
penggunaannya diserahkan kepada pemiliknya tentunya dengan beberapa
pembatasan yang juga telah ditentukan dalan peraturan perundang-
undangan. Hak ini dilengkapi dengan kekuasaan yang menimbulkan
wewenang. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1909 K.U.H. Perdata,

Pasal 146 H.I.R., Pasal 170 K.U.H.P, serta Pasal 89 Undang-Undang
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Nomor 5 Tahun 1986 dinyatakan bahwa hak ingkar merupakan suatu hak
untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian (mengenai akta
yang dibuat dan dengan segala keterangan yang diperoleh dalam
pelaksanaan jabatan). Hak ingkar merupakan imunitas hukum bagi notaris
untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan pada pemeriksaan

penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.

3. Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang oleh aturan
hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan
oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab
atas perbuatannya, pertanggungjawaban Pidana disebut ciminal liability
atau responsibility;-untuk dapat dipidananya seseorang selain dari pada
melakukan perbuatan Pidana maka tidak cukup hanya dengan
dilakukannya suatu perbuatan Pidana saja, akan tetapi disamping itu harus
adanya unsur kesalahan, atau adanya sikap batin yang mungkin dapat

dicela, dan unsur kesalahan dalam arti luas, antara lain yaitu:*°
a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;

b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu

adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit culpa;

% E Fernando M. Manullang, 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat
Dan Antinomi Nilai), PT. Kompas, Jakarta, him 32
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c. Tidak adanya dasar-dasar peniadaan Pidana yang menghapus
dapatnya dipertannggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada
pembuat.

Doktrin yang ada mengenai tanggung jawab terutama mengenai
tanggung jawab atas kerugian seseorang yang ditimbulkan pada orang lain

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain yaitu :?°
a. Tanggung jawab kesalahan (schuld aansprakelijheid)

Teori ini bertumpu pada dua tiang yaitu melangar hukum dan
kesalahan, kesalahan disini diberi makna luas yang juga
mencakup sifat melanggar hukumnya perbuatan, orang yang
menimbulkan kerugian pada orang lain bertanggung jawab
sejauh kerugian itu merupakan akibat pelanggaran suatu
norma (perbuatan melanggar hukum) dan pelakunya dapat

disesali karena telah melanggar norma tersebut (kesalahan).

2. ‘Teoritanggung jawab kesalahan-dengan pembalikan beban
pembuktian Apabila dalam keadaan normal pihak yang
dirugikan wajib membuktikan bahwa pelaku telah
melakukan perbuatan melanggar hukum, maka disini
pelanggaran norma dianggap ada dan selanjutnya

mewajibkan pelaku meniadakan anggapan atau persangkaan

20 1bid him 37
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ini untuk menunjukkan bahwa ia tidak berbuat melanggar

hukum.

3. Teori tanggung jawab resiko

Majikan bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan
oleh perbuatan melanggar hukum oleh bawahannya yang

dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya.

Pertanggungjawaban Pidana mengandung asas kesalahan (asas
culpabilitas) yang didasarkan pada nilai keseimbangan monodualistik,
bahwa asas kesalahan 'yang didasarkan pada nilai. keadilan harus
disejajarkan-berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai
kepastian. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka timbul pertanyaan
bagaimanakah pertanggungjawaban saksi instrumentair yang membuka
kerahasiaan isi akta Notaris, sementara pengaturan mengenai tanggung
jawab untuk merahasiakan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan
isi akta hanya berlaku kepada Notaris saja, sedangkan kepada saksi
instrumentair pengaturan tersebut tidak ada. Kekosongan norma tersebut
haruslah diketemukan bagaimana formulasi yang tepat, agar dapat
terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat terkait dengan kerahasiaan

akta Notaris.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum.
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Menurut Neil Maccomick, tidak semua aturan hukum dan tidak
semua produk legislasi dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat, yang
diharapkan memberikan jawaban yang jelas terhadap persoalan hukum
praktis, hampir setiap hukum menunjukan hubungan yang membingungkan
dan tidak jelas dalam berbagai sengketa, aturan hukum yang dirumuskan
dalam bahasa sering kali merupakan rumusan yang terbuka ataupun
rumusan yang kabur,?> dan untuk mencapai tujuan penulisan yang sesuai
maka penelitian dapat menggunakan teori kepastian hukum sebagaimana
Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kepastian hukum adalah syarat mutak,
bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-
baiknya; keadilan dijalankan pedoman bagi kebenaran isi hukum,? karena
itu sedapatlah untuk mencari dengan jalan yang luwes untuk dapat diterima
oleh banyak pihak yang berkepentingan sehingga kepastian hukum tidak

mati melainkan didalamnya terkandung rasa keadilan merata.

Menurut E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa
kepastian hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan

masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut adalah :%

2! Andika Wijaya, 2017, Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Pembayaran
Secara Perxis, Citra Aditya Bakti, Bandung, him 4

22 Soedjono Dirdjosisworo, 2001, Pengantar Ilmu Hukum,,Radja Grafindo Persada, Jakarta, him.
15

2% Soerjono Soekanto , 2003, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , Radja Grafindo Persada, Jakarta,
him. 74
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a) Menetapkan hubuungn antara para warga masyarat dengan
menetapkan perikelkuan mana yang diperbolehkan dan mana
yang dilarang.

b) Membuat alokasi wewenamg (autheority) dan menetukan dengan
seksama pihak-pihak yang secara sah dapat dilakukan paksaan
dengan sekaligus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.

c) Disposisi masalah-masalah sengketa.

d) Menyessuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan

kondisi kehidupan.

Dalam teori kepastaian hukum memiliki tujuan yang berorentasi
pada tiga (3) hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepatian hukum oleh
karena untuk penulisan tesis ini bermaksud untuk mencapai tiga (3) tujuan
hukum di atas dengan penerapan kedalam Implementasi alih fungsi lahan

pertanian ke lahan Kecamatan.

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam
mengutamakan “thesearch for justice”.?*Berbagai macam teori mengenai
keadilan dan masyarakat yang adil.Teori-teori ini menyangkut hak dan

kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-

**Carl Joachim Friedrich, 2004. “Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia. Bandung. Hal. 24
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teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya
nicomachean ethics dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya a
theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya

general theory of law and state.

a. Teori Keadilan Aritoteles
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan
dalam karyanya nichomacheanethics, politics, dan rethoric.
Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku
itusepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat
hukum Aristoteles, mesti. dianggap sebagai inti dari filsafat
hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalamkaitannya

dengan keadilan”

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu
pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles
membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional.
Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau
wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang
atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan
proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai

dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

®L. J. Van Apeldoorn, 1996. “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam
Pradnya Paramita, , Jakarta. Hal. 11-12
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Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles
dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributief” dan
keadilan “commutatief”. Keadilan distributif ialah keadilan yang
memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan
commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang
tanpa membeda-bedakanprestasinya dalam hal ini berkaitan
dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.?® Dari pembagian
macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi

dan perdebatan.

Keadilan  distributif menurut Aristoteles berfokus pada
distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-
sama  bisa  didapatkan  dalam  masyarakat. = Dengan
mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa
yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang
berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.
Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai

degan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.?’

b. Teori Keadilan John Rawls
Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf
Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of

justice, Politcal Liberalism, dan The Law of Peoples,

26Carl Joachim Friedrich Op Cit Hal. 25

27 L
Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls ", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135

26



yangmemberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap
diskursus nilai-nilai keadilan.?®John Rawls yang dipandang sebagai
perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat
bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-
institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi
seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat
rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperolehrasa

keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.?®

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan
mengenai  prinsip-prinsip.  keadilan  dengan = menggunakan
sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali”
(original position) dan “selubung ketidaktahuan” (veil of

ignorance).*

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama
dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak
ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi
antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan
lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah
pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asasli” yang bertumpu
pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri

rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan

81bid Hal. 139
29Ibid Hal. 140
O1pid
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(equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic

structure of society).

Sementara konsep ““selubung ketidaktahuan™ diterjemahkan
oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya
seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk
terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan
adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah
berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat
untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya
disebut sebagai “Justice as fairness”.** Dalam pandangan John
Rawls terhadap konsep “posisi asasli” terdapat prinsip-prinsip
keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap
orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan
kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi

pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan
yang sama (equal libertyprinciple), seperti kebebasan beragama
(freedom of religion), kemerdekaan berpolitik(political of liberty),
kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of
speechand expression), sedangkan prinsip kedua dinyatakan

sebagai  prinsip  perbedaan (difference principle), yang

*John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan
dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar.
Yogyakarta. Hal. 90
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menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal

oppotunity principle).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya
terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang
berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip
keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama
atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama
bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan
sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan

yang bersifat timbal balik.*

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya
struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan
prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan,
otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling
kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan
untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan
terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan
menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang
memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri
sebagai pemandu untuk mengembangkankebijakan-kebijakan

untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

**Hans Kelsen, 2011. “General Theory of Law and State”, diterjemahkan oleh
Rasisul Muttagien, Bandung, Nusa Media. Hal. 7
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c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and
state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang
dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia
dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan
kebahagian didalamnya.®® Pandangan Hans Kelsen ini pandangan
yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat
diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-
nialai -umum,namun  tetap - pemenuhan rasa keadilan dan

kebahagian diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai
pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan
yang adil yang ‘beranggapan bahwa suatu tatanan bukan
kebahagian setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-
besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok,
yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh
penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-
kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan
dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah
yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan

menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah

*31bid Hal. 9
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pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan

oleh sebab itu bersifat subjektif.®*

Sebagai aliran posiitivisme Hans Kelsen mengakui juga
bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat
suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau
kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin
yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan
bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang
berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya
sahih dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia

atau kehendak Tuhan.*®

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang
menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari
hukum alam .Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan
menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:*

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam
menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan
dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide
model Plato. Inti dari fislafat Plato ini adalah doktrinnya
tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik
mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda
: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapa itangkap

*Ibid hal 12
*Ibid hal 14
*1bid
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melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide
yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans
Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang
bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui
pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan
yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan.
Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai
melalui suatu tatatanan yang memuaskan salah satu kepentingan
dengan. mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan
berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi
semua kepentingan.*’Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk
menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan
sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan”
bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia
bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah
“tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan
pada kasus lain yang serupa.®® Konsep keadilan dan legalitas inilah
yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang
memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan
sebagai payung hukum (law unbrella) bagi peraturan peraturan

hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan

*’Kahar Masyhur, 1985. “Membina Moral dan Akhlak”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68

*81bid hal 71
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peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi

yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.*

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar

suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara
seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan
manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara
untuk mencart jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan
penelitian. *° Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah
Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial
yang riil dan fungsional dalam sistem kchidupan yang nyata”. *
Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang
bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan
terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana Imunitas
Notaris yang berkaitan dengan membuka rahasia pekerjaanya di

pengadilan, serta mengkomparasi dengan pendekatan perundang-undangan

(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau

**Suhrawardi K. Lunis, 2000. “Etika Profesi Hukum ", Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 50.
0 Soejono Soekamto, 1986,Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, him.6

“ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,
1986, h. 51.
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peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum

yang akan diteliti.

2. Spesifikasi Penelitian
Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang

bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang
permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk
mengetahui bagaimana Imunitas Notaris yang membuka rahasia di

Persidangan.

3. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis mengunakan jenis data primer dan

sekunder, yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di
peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang Notaris atau
masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari
peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan
permasalahan yang akan dikaji.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari
bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada
penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk
norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam

penelitian ini yang di pakai antara lain :
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a) Undang — Undang Dasar 1945.
b) Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
¢) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
e) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan
berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli,
bahan ini di dapat dari literature atau buku - buku hukum,
majalah,- koran, internet, karyatulis sarjana — sarjana baik
berupa skripsi, tesis maupun desertasi.
3. Bahan Hukum  Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa
mengambarkan suatu-solusi tarhadap bahan hukum primer dan
sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa

indonesia, kamus hukum:.

4. Teknik Pengumpulan Data
Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan
Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari
berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, paraturan

perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan
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b)

memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip,

serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari

literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan
dan peraturan perundang-undangan dengan membaca,
memahami, mempelajari dan mengutip bahan — bahan yang
berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan
langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari

hasil observasi tersebut.

2. Wawancara
Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan
responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara
bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis
besar yang mengarah pada permasalahan.
Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki
kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini,

yaitu meliputi :
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1. Hakim
2. Notaris

3. Majelis Pengawas Notaris Daerah

5. Tekhnik Analisa Data
Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah

lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif,
kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari
permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal

yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika

Penulisan.

Bab I1. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Tentang Kode Etik Notaris,
Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Terhadap Notaris Tinjauan Umum

Sanksi Profesi Notaris.

Bab I11. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh

penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan
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pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan. Tanggung Jawab
Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Pemberian Sanksi Etik

Terhadap Pelanggaran dan Larangan yang di lakukan oleh Notaris

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang
akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab
I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan

yang sama secara mendalam.
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